BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini,
maka penulis menarik kesimpulan bahwa, dalam upaya perlindungan hukum
terhadap perempuan Hukum Adat berusaha untuk memberikan Perlindungan Hukum
preventif: Apabila keadaan dari pihak laki-laki tidak memungkinkan terselenggaranya
urusan adat istiadat atau pembayaran belis itu, juga ada jalan keluarnya. Dapat mereka
kawin lebih dahulu melalui prosedur adat yang di peringan, kemudian (satu atau dua
tahun) urusan penyelesaian belis dapat diselenggarakan. Mencegah terjadinya
sengketa atau pelanggaran dalam perkawinan dalam hukum adat Sumba, maka
kedua belah pihak harus adanya kesepakatan dengan di hadiri oleh tokoh adat
maupun pemerintah desa. Tujuan tersebut untuk mencegah dan memastikan
supaya tidak ada pelanggaran atau kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan
Perlindungan Hukum Represif terhadap perempuan korban kawin tangkap (Woppa
Mawinne), dalam penyelesaian kawin tangkap (Woppa Mawinne) pada masyarakat
Sumba Barat dapat melalui beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) Tahapan
Pemberitahuan (Tekkidage Inna Ama). 2) Tahapan Masuk Minta (Ammikudi Inna Ama)
3) Tahapan Tikar Adat (Teppe sara Teppe Nuku). 3) Tahapan Pindah (Dikki). 4)
Tahapan Agama.

Perlindungan Hukum dilihat dari segi hukum positif bahwa praktik kawin
tangkap yang terjadi sekarang ini dapat melanggar Hukum Positif yang ada di
Indonesia hal ini dapat dilihat pada Pasal 328, Pasal 332 ayat (1) ke-2, Pasal 333
ayat (1), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual pasal 4 ayat 1 hurufe.



5.2 Saran

1. Kawin Tangkap tetap dipertahankan sesuai dengan prosedur hukum adat
yang berlaku dan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan
dihadiri oleh tokoh adat dan pemerintah.

2. Tokoh adat Sumba kembali merumuskan tentang tata cara dan norma
tentang perkawinan (kawin tangkap) supaya tidak terjadi lagi
penyimpangan budaya dan membetuk lembaga peradilan adat dalam
penyelesaian permasalahan perkawinan dan permasalahan lainnya yang
berkaitan dengan adat sebelum diberlakukan hukum positif.

3. Lembaga Pemangku Adat/Tokoh adat agar giat melestarikan tradisi budaya
yang ada di Sumba Barat, seiring dengan modernisasi yang begitu pesat
terjadi pergeseran tradisi kawin tangkap yang dahulunya melalui
kesepakatan dan saat ini tanpa kesepakatan/semena mena melakukan kawin
tangkap. Sehingga generasi muda kembali ditanamkan pengetahuan tentang

tradisi kebudayaan yang asli yang tidak mengalami perubahan.
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